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ABSTRACT

Aldo Ramdhani Naserd. 2018. “The Organizational Effectiveness of Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia in Organizing Training Leadership Level 111
in Government of West Sumatera Province”. Tesis. Magister Administrasi Publik
of Universitas Negeri Padang.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (BPSDM)
has a large duty and responsibility for the development of ASN competencies within the
Provincial and District / City governments throughout West Sumatra. One of BPSDM's
efforts in developing ASN competencies in the government of West Sumatra Province
through Training Leadership Level 111 (Diklatpim level I11) for echelon Il officials.
However, BPSDM West Sumatra Province has not been effective in the implementation of
Training Leadership Level I1l. This study aims to assess the organizational effectiveness
of BPSDM in West Sumatra Province in the implementation of third level education and
training in the West Sumatra Provincial Government.

This type of research is descriptive using mixed research methods between
qualitative and quantitative research. To measure organizational effectiveness seen from
the variable adaptability, productivity, job satisfaction, integration, and motivation.

The results of this study indicate that the organizational effectiveness of BPSDM
in the implementation of Training Leadership Level Il in the government of West
Sumatra Province is considered effective with a score of 79.96%. There are factors
inhibiting the effectiveness of BPSDM organization in the implementation of Training
Leadership Level Il including the use of technology that is not optimal, inadequate
facilities and infrastructure, limited capacity of apparatus resources. Efforts made in
overcoming the inhibiting factors are through technical coordination meetings for third
level education and training, allocating the budget for developing apparatus resources
and forming training quality assurance committees.

Keywords: Education and Training, Organizational Effectiveness, Human Resource
Management



ABSTRAK

Aldo Ramdhani Naserd. 2018. “Efektivitas Organisasi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat 111
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”. Tesis. Magister Administrasi
Publik Universitas Negeri Padang.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (BPSDM)
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan kompetensi
ASN di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Salah
satu upaya BPSDM dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah
Provinsi Sumatera Barat melalui Diklat Kepemimpinan Tingkat Il (diklatpim tingkat 111)
bagi pejabat eselon I1l. Namun BPSDM Provinsi Sumatera Barat belum efektif dalam
penyelenggaraan diklatpim tingkat 111. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas
organisasi BPSDM Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan diklatpim tingkat 111
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian
campuran antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengukur efektivitas
organisasi dilihat dari variabel kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan
kerja, integrasi, dan motivasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi BPSDM dalam
penyelenggaraan diklatpim tingkat 111 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat
dinilai efektif dengan skor 79,96%. Terdapat faktor penghambat efektivitas organisasi
BPSDM dalam penyelenggaraan diklatpim tingkat |11 diantaranya pemanfaatan teknologi
yang belum optimal, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kemampuan sumber
daya aparatur yang terbatas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat
tersebt melalui rakor teknis penyelenggaraan diklatpim tingkat Ill, mengalokasikan
anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur dan membentuk komite penjamin
mutu diklat.

Kata Kunci : Pendidikan dan Pelatihan, Efektivitas Organisasi, Manajemen Sumber
Daya Manusia
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan di daerah. Urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerinatahan
umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, agama, fiskal dan moneter. Urusan pemerintahan
konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam pasal 13 disebutkan
pembagian urusan pemerintahan yang konkuren antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Urusan
pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota
dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam
pasal 209 perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, yang mana setiap perangkat daerah diisi

oleh pegawai aparatur sipil negara. Dalam pasal 233 diamanatkan bahwa pegawai



aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah,
administrator dan pengawas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

Di sisi lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS dijelaskan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang
sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang
bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling
sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. Pengembangan kompetensi merupakan
upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi
jabatan dan rencana pengembangan Kkarir. Pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud menjadi dasar untuk pengembangan karier dan menjadi
salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. Pengembangan kompetensi dapat
dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan atau pelatihan.

Bentuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dengan
memberikan tugas belajar. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan
dilakukan melalui jalur pelatihan nonklasikal dan klasikal. Pengembangan
kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui
e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan
pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Pengembangan kompetensi dalam
bentuk pelatihan klasikal dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di

dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.



Jenis pelatihan bagi aparatur sipil negara terdiri dari pelatihan dasar calon
pegawai negeri sipil (CPNS), pelatihan fungsional, pelatihan teknis, pelatihan
sosio kultural, dan pelatihan struktural. Pelatihan struktural terdiri atas dari Diklat
Kepemimpinan Tingkat | bagi pejabat eselon I, Diklat Kepemimpinan Tingkat |1
bagi pejabat eselon Il, Diklat Kepemimpinan Tingkat Il bagi pejabat eselon 1l
dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi pejabat eselon 1V. Diklat
Kepemimpinan Tingkat | dan Il diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi
Negara (LAN) dan Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill, dan IV diselenggarakan
oleh lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengatakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Provinsi meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan
pengembangan dan pendidikan dan pelatihan. Unsur penunjang tersebut
dilaksanakan oleh Badan Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan unsur penunjang
dibidang pendidikan dan pelatihan maka dibentuklah perangkat daerah berupa
badan daerah yang mengurus urusan pendidikan dan pelatihan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang urusan pendidikan
dan pelatihan dahulunya memiliki organisasi publik Badan Pendidikan dan
Pelatihan (Badan Diklat). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah merubah nomenklatur Badan Pendidikan
dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat menjadi Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (selanjutnya disebut BPSDM). Perubahan ini merupakan amanah



dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Dalam Negeri
(www.kemendagri.go.id) Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Drs. Tegus
Setyabudi dalam Rakor Sumber Daya Manusia mengatakan, “tuntutan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara
langsung mempengaruhi perubahan kelembagaan Badan Diklat menjadi BPSDM.
Fungsi kelembagaan tersebut menjadi lebih berkembang cakupannya meliputi 3
pilar, yakni standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi”.

Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pengembangan kompetensi
ASN di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
merupakan tugas dan kewenangan dari BPSDM. Hal ini dikarenakan BPSDM
merupakan lembaga pengembangan kompetensi yang telah terakreditasi oleh
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI).

Berdasarkan update data hingga tanggal 21 November 2017 dari situs
resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat total jumlah ASN se-
Sumatera Barat pada tahun 2016 berjumlah 134.784. Untuk jumlah ASN di
lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data dari Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat hingga Juli tahun 2018 berjumlah
20.070 orang.

Banyaknya jumlah pegawai tersebut membuat BPSDM belum mampu

untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui diklat terhadap



seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut

dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pelaksanaan Diklat di

BPSDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017

No Jenis Diklat Jumlah Peserta
2015 2016 2017

1 Diklat Kepemimpinan 120 90 92

2 Diklat Teknis 120 150 150

3 Diklat Fungsional 120 150 120

4 Diklat Prajabatan 0 0 0

Total 360 390 362

Sumber: Data diolah dari Renja BPSDM Prov Sumbar 2018 dan Renstra BPSDM 2016-2021

Berdasarkan tabel 1.1, jika dibandingkan dengan jumlah ASN di
lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 20.070
menunjukan bahwa kemampuan BPSDM dalam menyelenggarakan diklat bagi
ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat terbatas.
Sementara itu BPSDM dituntut untuk dapat menciptakan ASN yang memiliki
kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya BPSDM untuk mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi dalam
penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui program pendidikan
kedinasan melalui diklat kepemimpinan tingkat Il (diklatpim tingkat Il1) bagi
pejabat eselon I11. Penyelenggaraan diklatpim tingkat 111 saat ini menerapkan pola
baru yang berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 19 Tahun 2015. Dalam peraturan ini dijelaskan tujuan penyelenggaraan
diklatpim tingkat Il adalah untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan
pejabat struktural eselon Il yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan

fungsi kepemerintahan di instansi masing-masing.



Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan diklatpim tingkat 11 pola
lama yang mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
12 Tahun 2013 dengan diklat pola baru. Dimana diklat perbedaan substansi yakni
diklat pola baru berorientasi pada outcome, dengan agenda materi meliputi
integritas, inovasi dan kolaborasi dalam jejaring kerja dan pelayanan publik serta
penetapan “proyek perubahan” sebagai objek pembelajaran. Selain itu,
penyelenggaraan diklat pola baru dilaksanakan selama + 4 bulan dengan metode
klasikal dan non klasikal dimana output kelulusan tidak 100% lulus.

Perubahan pola penyelenggaraan diklat tersebut berdampak kepada
kelulusan peserta diklatpim tingkat 11l di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat sehingga target dan sasaran BPSDM untuk meningkatkan
kompetensi pejabat eselon 111 belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel

1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Pelaksanaaan Diklatpim Tingkat 111 Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017

Tahun Jabatan Pejabat Eselon 111 Jumlah | Dinyatakan
Eselon 111 Sudah Diklatpim 111]Belum Diklatpim 111 | Peserta Lulus
2015 354 265 89 30 30
2016 354 295 59 30 29
2017 298 214 84 30 28
2018 298 242 56 I
ket
Tahun Jabatan eselon 111 berkurang 56
2017 : Pejabat eselon 111 yang sudah diklatpim berkurang 29 dan 52
Pejabat eselon 111 yang belum diklatpim berkurang 29 tetapi bertambah 24

Sumber: Data diolah dari Rekapitulasi Struktur Kelembagaan dari Biro Organisasi Setda Prov
Sumbar Tahun 2017 dan Statistik Diklat tahun 2015 s.d 2017

Pada tabel 1.2 menunjukan bahwa BPSDM belum mampu untuk
meningkatkan kompetensi bagi seluruh pejabat eselon 111 melalui diklatpim

tingkat Ill. Hingga tahun 2018 terdapat 56 pejabat eselon Il yang belum



mengikuti diklatpim tingkat Ill. Pada tahun 2017 terjadi pengurangan posisi
jabatan eselon 1l sebanyak 56 jabatan karena perubahan struktur organisasi
perangkat daerah. Meskipun demikian, jumlah pejabat eselon Ill yang belum
mengikuti diklatpim tingkat 1l menjadi bertambah sebanyak 24 orang.
Pertambahan tersebut dikarenakan banyak pejabat yang baru dilantik.

Berdasarkan data pelantikan pejabat eselon Il di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s.d 2017 dari BKD Provinsi Sumatera Barat
terdapat 24 pejabat eselon 111 baru dilantik dan belum mengikuti diklatpim tingkat
I1l. Pelantikan dilakukan untuk mengisi jabatan eselon Il yang kosong yang
disebabkan 5 orang promosi ke eselon Il, 18 orang memasuki masa pensiun dan 1
orang meninggal dunia.

Selain itu, BPSDM juga memiliki keterbatasan anggaran dalam
penyelenggaraan diklatpim tingkat I11. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai
berikut:

Tabel 1.3 Data Total Anggaran BPSDM dengan Anggaran Penyelenggaraan

Diklatpim Tingkat 111 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Periode 2015-2017

No | Tahun Total Anggaran Anggaran Persentase untuk | Jumlah
BPSDM Diklatpim Tk. 111 Diklatpim Tk. 111 | Peserta

1 2015 | Rp. 20.862.685.365,- | Rp. 623.840.500,- 2,99 % 30

2 2016 | Rp.21.812.299.881,- | Rp. 630.350.000,- 2,89% 30

3 2017 | Rp. 17.549.894.716,- | Rp. 660.000.000,- 3,76% 30

Sumber: Lakip BPSDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Selain itu, kuantitas tenaga pengajar pada BPSDM dalam penyelenggaraan
diklatpim tingkat Il sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga
pengajar/widyaiswara yang terus berkurang dalam 3 tahu terakhir. Data jumlah

widyaiswara terdapat pada tabel 1.4 sebagai berikut:




Tabel 1.4 Jumlah Widyaiswara di BPSDM Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2015-2018

No Tahun Jumlah Widyaiswara
1 2015 29
2 2016 24
3 2017 19

Sumber : Renstra BPSDM Prov Sumbar 2016-2021

Berkurangnya jumlah widyaiswara ini disebabkan karena memasuki masa
pensiun, meninggal dunia, dan ditugaskan dalam jabatan struktural. Berdasarkan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat 111 menyebutkan bahwa
dalam satu agenda diklat dibawakan oleh 2 orang widyaiswara, namun karena
keterbatasan jumlah widyaiswara hal tersebut pada BPSDM belum dapat
dilaksanakan.

Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDM dalam
penyelenggaraan diklatpim tingkat 11l di lingkungan pemerintah Provinsi
Sumatera Barat saat ini kurang memadai. Hal ini meliputi kualitas asrama, ruang
pembelajaran, ruang makan, tempat ibadah, penyediaan wifi dan fasilitas lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pejabat eselon Il tahun 2018
BPSDM telah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan diklatpim tingkat
I11 sebesar Rp. 619.500.000,- untuk 30 orang peserta. Akan tetapi hanya 24 orang
peserta yang bersedia untuk mengikuti diklat, 6 orang lainnya menolak untuk
mengikuti diklat dengan alasan pekerjaan yang mendesak dan tidak mendapat izin
dari pimpinan. Hal ini mengakibatkan efektifitas organisasi BPSDM dalam

penyelenggaraan diklatpim tingkat 111 menjadi menurun.



Beberapa permasalahan diatas menunjukan bahwa BPSDM belum efektif
dalam penyelenggaraan diklatpim tingkat 111 di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat. Hal ini menyebakan belum tercapainya tujuan dan sasaran dalam
penyelenggaraan diklatpim tingkat 11l di lingkungan pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.

Menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi dalam jabatan sangat
diperlukan untuk dapat menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Dalam
menciptakan ASN yang memiliki kompetensi tersebut peran BPSDM sangat
diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Efektivitas Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Dalam Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat 111 di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahman (2013) tentang
efektivitas organisasi kecamatan sebagai satua kerja perangkat daerah yang
bertujuan untuk mengetahui efektivitas organisasi kecamatan sebagai perangkat
daerah dianalisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi.
Faktor yang dianggap relevan antara lain sumber daya manusia yang dimiliki
organisasi kecamatan dan kepemimpinan dengan menggunakan metode penelitian
deskrriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian dan analisis
ditemukan bahwa efektivitas organisasi Kecamatan Pulau Laut Utara dilihat dari
faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan bahwa sumber daya manusia

yang dimiliki organisasi kecamatan dinilai cukup efektif dalam pemanfaatan dan
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penempatannya belum optimal dan kepemimpinan camat dinilai cukup baik

namun evaluasi secara rutin belum dilakukan.

Identifikasi Masalah

1.

BPSDM memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap
pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera
Barat namun banyaknya jumlah ASN membuat BPSDM belum mampu untuk
menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui diklat pada seluruh
ASN;

Salah satu upaya BPSDM dalam pengembangan kompetensi melalui
diklatpim tingkat [l namun perubahan pola penyelenggaraan diklat
mempengaruhi kelulusan peserta sehingga target dan sasaran BPSDM untuk
mengembangkan kompetensi pejabat eselon 111 belum tercapai;

BPSDM memiliki anggaran yang terbatas dalam penyelenggaraan diklatpim
tingkat 111 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Jumlah tenaga pengajar pada BPSDM dalam penyelenggaraan diklatpim
tingkat I11 terus berkurang selama 3 tahu terakhir;

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDM dalam penyelenggaraan
diklatpim tingkat Il di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat
ini kurang memadai.

BPSDM belum dapat meningkatkan kompetensi seluruh pejabat eselon 111 di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui diklatpim tingkat I11;
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Fokus Penelitian

1.

Bagaimanakah BPSDM dalam menyelenggarakan diklat kepemimpinan
tingkat I11 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Bagaimanakah efektivitas organisasi BPSDM dalam penyelenggaraan diklat
kepemimpinan tingkat 11 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas organisasi BPSDM
dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat Il di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat

tersebut.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah untuk :
Menjelaskan BPSDM dalam menyelenggarakan diklat kepemimpinan tingkat
I11 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Menilai efektivitas organisasi BPSDM dalam penyelenggaraan diklat
kepemimpinan tingkat I11 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitas organisasi BPSDM
Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat
I11 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor

penghambat tersebut.
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Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian tentang
efektivitas organisasi pemerintahan dalam ilmu manajemen administrasi publik
khususnya mengenai efektivitas sebuah organisasi. Penelitian ini diharapkan juga
dapat digunakan untuk menilai efektivitas sebuah organisasi. Selain itu, peneliti
berharap penelitian ini dapat menjadi pembanding dalam mempelajari efektivitas
organisasi.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan diklat kepemimpinan
tingkat I11 dan agar dapat mengetahui efektivitas organisasi, serta dapat menjadi
bahan acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan dan
menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh BPSDM
Provinsi Sumatera Barat untuk mengambil langkah dalam mengatasi
permasalahan yang ada dalam efektivitas organisasi dan penyelenggaraan diklat

kepemimpinan tingkat I11 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
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